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PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
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>
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PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang:

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

‘bahwa_ berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional, besaran Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
Dana Operasional Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, didasarkan pada Kemampuan Keuangan
Daerah;

sebagai dasar pembayaran Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan

|

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta

Dana Operasional Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, didasarkan pada Kemampuan Keuangan
Daerah;



Mengingat : 1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu,Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negar a

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-



10.

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran' Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

|

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 Nomor 2);

6.

7.

8.

9.



Menetapkan

11. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan

Singingi Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM!

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.

2.

3.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Kuantan Singingi.
Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya4,
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.
Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi.
Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

6.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi.
Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi
suatu. daerah untuk menentukan kelompok
kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan
berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan
besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan
Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

7.

8.

Tunjangan Komunikasi Insentif adalah uang yang
diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja
kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

9.

Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap
melakukan reses kepada

Pimpinan
DPRD dan

Anggota DPRD.
Dana Operasional Pimpinan DPRD selanjutnya
disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan



kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan
Operasional yang berkaitan dengan representasi,
pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan
pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua
DPRD sehari-hari.

BAB II
|

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN
KEUANGAN

DAERAH
Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga)
kelompok, yaitu:
a. tinggi;
b. sedang; dan
c. rendah.

Pasal 3

(1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan

(2)

(3)

(1)

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum
daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur
sipil negara.

Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah,
dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan aparatur
sipil negara serta tambahan penghasilan pegawai
aparatur sipil negara termasuk belanja untuk
tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus
guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis
lainnya yang bersumber dari TKD yang telah
ditentukan penggunaannya dan belanja gaji dan
tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
Pimpinan dan Anggota DPRD| serta belanja
penerimaan lainnya Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 4
|

Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah
kabupaten/kota dikelompokkan sebagai berikut:
a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima

puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada
Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;

b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah)
sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus
lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada
Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan



|

c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar
rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan
Keuangan Daerah rendah.

|

(2) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan
Kemampuan Keuangan Daerah merupakan data
realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya
dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 5

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
adalah data yang tersebut dalam Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2025 tentang. Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2024. |

Pasal 6

(1) Pendapatan Umum Daerah Tahun 2024 adalah
Sebesar Rp.966.419.395.999,38 (Sembilan ratus
enam puluh enam milyar empat ratus Sembilan
belas juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu
sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma tiga
puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagaiberikut:

a. Pendapatan Asli Daerah sebesar
Rp. 120.180.400.401,38;

b. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar
Rp. 181.331.422.620,00; dan

c. Dana Alokasi Umum sebesar
Rp.664.907.572.978,00.

(2) Belanja pegawai Tahun 2024 adalah sebesar
Rp.636.674.190.483,00 (enam ratus ‘tiga puluh enam
milyar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus
sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh tiga
rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
a. Belanja Gaji Pokok ASN sebesar

Rp.305.218.763.996,00;
b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebesar

Rp.30.006.066.898,00;
c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebesar

Rp.5.468.596.650,00;
d. Belanja Tunjangan Fungsional

ASN sebesar
Rp.27.613.289.082,00;

|

Ss



(3)

e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
sebesar Rp.2.224.994.447,00;

f. Belanja Tunjangan Beras ASN sebesar
Rp.17.180.377.219,00;

g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
sebesar Rp.722.933.005,00;

h. Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar
Rp.4.198.398,00;

i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar
Rp.21.052.297.291,00;

j. Belanja Turan Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
sebesar Rp.634.610.478,00;

k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar
Rp. 1.900.774.383,00;

l. Tambahan Penghasilan ASN sebesar
Rp. 146.061.030.136,00;

m. Tunjangan Profesi Guru sebesar
Rp.73.764.879.100,00;

n. Tambahan Penghasilan Guru sebesar
Rp.2.958.500.000,00;

o. Tunjangan Khusus Guru sebesar
Rp.1.862.879.400,00.

Berdasarkan besaran pendapatan umum daerah

sebagaimana tersebut pada ayat (1) dikurangi
dengan belanja pegawai aparatur sipil negara
sebagaimana tersebut pada ayat (2) kemampuan
keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar

Rp.329.745.205.516,38 (tiga ratus dua puluh
sembilan milyar tujuh ratus empat puluh lima juta
dua ratus lima ribu lima ratus enam belas koma tiga
puluh delapan rupiah).

Pasal 7

Berdasarkan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan hasil

perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)



ditetapkan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun
Anggaran 2026 pada kelompok sedang. ~

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di

undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 20November 2025

UPATI KUANTAN SINGINGI,

-H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Ku tan

pada tanggal 20 Novem r 2025

PIG,PGES ETARIS DAERKH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
MIR
Nv OES

io” JLKARNAIN
Ve

RCxRRSSERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025
NOMOR 4/4;
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